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2. | Objek 3. Pasal 11 dihapus. - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
3. | Subjek 4. Pasal 12 dihapus. - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
4. | Golongan Retribusi Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
Jenis Retribusi daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam
Peraturan Daerah ini adalah:
1. Retribusi IMB;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Dihapus;
4. Retribusi lzin Trayek; dan :
5. Retribusi lzin Usaha Perikanan. P
5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 21 Pasal 21 i Disesuaikan dengan
Penggunaan Jasa ) ketentuan dalam UU No. 28
Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan jenis-usaha, luas lahan dan jargka | Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan | Tahun 2009.
wakis luas lahan.
5. Pasal 13 dihapus. - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2008.
B. Prinsip Penetapan Struktur dan g
Besarnya Tarif Retribusi
7. | Struktur dan Besamya Tarif Pasal 22 = Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan tercantum 28 Tahun 2009.
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di
Wilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha perikanan.
M
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Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2008.
LAMPIRAN Vil LAMPIRAN VII 1. Sesuai ketentuan UU
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Nomor 23 Tahun 2014,
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUS! IZIN USAHA PERIKANAN | STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN kewenangan  pemda
1. SIUP BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN MELIPUTI : 1. SIUP BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN MELIPUTI : Kabupaten/Kota  atas
SIUP BIDANG RETRIBUSI SIUP BIDANG RETRIBUSI penerbitan izin usaha
NO.1  pEMBUDIDAYAAN IKAN LUPSANLALAN (Ro) NO.|  pEMBUDIDAYAAN IKAN AHIRSARIERRAN (Rp) perikanan hanya untuk
1. | Pembenihan Budidaya Air Laut | 0s/d 0.5 Ha 1. | Pembenihan Budidaya Air Laut 0s/d 0,5 Ha kegiatan usaha
0,6Ha 75.000 0,6 Ha 75.000 pembudidayaan ikan.
> 0,6 Ha-1Ha 100.000 > 0,6 Ha-1Ha 100.000 2. Usaha yang hanya
>1Ha 150,000 >1Ha 150.000 melakukan  kegiatan
2. | Pembesaran Budidaya Air Laut 0s/d2Ha 0 2. | Pembesaran Budidaya Air Laut Os/d2Ha 0 berupa penampungan/
>2Ha-5Ha 100.000 >2Ha-5Ha 100.000 pengumpman]’pemasara
>5Ha 150.000 >5Ha 150.000 nipenjualan ikan cukup
3. | Pembenihan Budidaya Air Payau | 0s/d 0,5 Ha 0 3. | Pembenihan Budidaya Air Payau | 0s/d 0,5 Ha 0 memiliki Surat  lzin
>05Ha-1Ha 150.000 >0,5Ha-1Ha 150.000
B >1 Ha 200,000 >1Ha 200.000 g:r?haﬁdakpergiigigg::
4. | Pembesaran Budidaya Air Payau | 0s/d SHa 0 4, | Pembesaran Budidaya Air Payau | 0s/d5Ha 0 retribusi
>5Ha-7Ha 150.000 >5Ha~7Ha 150.000 ’
> THa 250.000 > THa 250.000
5. | Pembenihan Budidaya Air Tawar | 0s/d 0,75 Ha 0 5. | Pembenihan Budidaya Air Tawar | 0s/d 0,75 Ha 0
>0,75Ha- 1,25 Ha 100.000 >0,75Ha—1,25 Ha 100.000
>1,25Ha 160.000 >1,25 Ha 150.000
6. | Pembesaran Budidaya Air Tawar | 0s/d 2 Ha 0 6. | Pembesaran Budidaya Air Tawar | 0s/d 2 Ha 0
>2Ha-3Ha 150.000 >2Ha-3Ha 150.000
>3 Ha 180.000 >3Ha 180.000

2. SIUP BIDANG PEMASARAN HASIL PERIKANAN MELIPUTI :
Usaha pengolahan dan penampungan hasil perikanan yang dipasarkan
dalam daerah kota Tarakan df ibust 460 iZi.

fl

2. SIUP BIDANG PEMASARAN HASIL PERIKANAN MELIPUT! :

Usaha pengolahan dan penampungan hasil perikanan yang dipasarkan
dalam daerah kota Tarakan tidak dikenakan retribusi.

Wilayah Pemungutan

Penentuan Pembayaran, Tempat
Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran




a.  Administratif

b. Pidana
11. | Penagihan -
12. | Penghapusan Piutang Retribusi | -
yang Kedaluwarsa
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal ll Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

14. | Lain-lain

Jakarta, 2019

it
p -J}N.gr.s Bes,
g T4

7 }V«-aén.ﬁ,ﬁ_ﬁiréktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

'Dire!zk;tur Pendapatan dan Kapasitas
Ket}gngan Daerah,

3 :’::.R‘:‘-

/$,
Yo, -ﬁw'ﬁ““%s artika Aza
_,,-.--‘_""“u-a ¥ |a, 3 1
2Oy PR ot heslian e




